
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1911, 2015 KPU. Tata Naskah Dinas. Pencabutan. 

 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

NOMOR  17  TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) 

huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4) 

huruf f, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai 

pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Naskah 

Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA 

NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN 

PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI 

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi 

dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang di jajaran KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota secara intern dan/atau 

ekstern dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. 

3. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 

menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 

penggunaan lambang negara, logo Komisi Pemilihan 

Umum, dan cap/stempel dinas. 

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya 

disebut KPU RI, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan 

Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan 

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan. 

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP 

Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang Pemilihan. 

6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan 

tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil 
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Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- 

undang Pemilihan. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan untuk 

penyusunan Tata Naskah Dinas bagi: 

a. KPU RI; 

b. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan  

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

(2) Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: 

a. jenis dan Format Naskah Dinas; 

b. pembuatan Naskah Dinas; 

c. pengamanan Naskah Dinas; 

d. kewenangan penandatanganan Naskah Dinas; dan 

e. pengendalian Naskah Dinas. 

 

Pasal 3 

(1) Pedoman Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh 

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Format Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh 

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal 4 

Tata Naskah Dinas di bidang keuangan negara, pengadaan 

barang/jasa pemerintah dan administrasi kepegawaian di 

lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota tunduk pada Peraturan ini, kecuali 

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang keuangan negara, pengadaan barang/jasa 

pemerintah dan administrasi kepegawaian. 

 

Pasal 5 

(1) Naskah Dinas yang telah ada dan sedang diproses pada 

saat Peraturan ini disusun, dinyatakan sah. 

(2) Naskah Dinas yang sedang diproses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), secara bertahap wajib 

disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak Peraturan ini diundangkan. 

 

Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas 

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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